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ABSTRACT

Government had changed legislative of intaxatior2@®8 by releasing
several new tax laws, for example ; from 1st Japu2009, Law No0.28/2007
regarding General Provisions and AdministrationTaxation, and No. 36/2008
on Tax Income. Change of tax reform 2008 is corthitoncept of modernization
of tax administration that is the excellent servaral intensive supervision with
the implementation of principle good governanceva#f as tariff reduction.

The population in this study is the KPP PratamaSemarang City,
Central Java DJP Office Environmental |. Populatidata of this study consist of
seven KPP Pratama that are the period of 2006.280W08, and 2009. Data used
in this research are secondary data and the quativié data obtained from the
Regional Office of Central Java DJP I.

Results from this study can be summarized as fs)lddypothesis 1
indicates there are significant differences betwdka number of taxpayers
registered in the period before and after the TafoRm 2008. Hypothesis 2
shows there are significant differences betweemtimber of Effective Tax Payer
in the period before and after the Tax Reform 20®@othesis 3 indicates there
are significant differences between the number afp@lyers Who File a tax
return in the period before and after the Tax Refd008. Hypothesis 4 shows
there is no difference realization of tax revenmuéhie period before and after the
Reformation, 2008.
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ABSTRAK

Pemerintah Indonesia telah melakukan perubahamgang-undangan Di
bidang perpajakan pada tahun 2008 dengan mengafudsberapa Undang-undang
pajak baru yaitu mulai 1 Januari 2009, yaitu UU BB/2007 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta UU No 36/28@&ng Pajak Penghasilan.
Perubahan Reformasi Pajak 2008 yaitu terdapatlapat konsep modernisasi
administrasi perpajakan yaitu adanya layanan yaimgapdan pengawasan yang
intensif dengan pelaksanaan prinsip-pringpod governanceserta penurunan
tarif.

Populasi dalam penelitian ini adalah KPP PRATAMAt&&emarang di
Lingkungan Kanwil DJP Jateng |. Populasi data sinidierdiri 7 KPP PRATAMA di
periode 2006, 2007, 2008, dan 2009. Data yang digam dalam penelitian ini
berupa data sekunder, yaitu data kuantitatif yapgrdleh dari Kanwil DJP Jateng I.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagarikut, Hipotesis 1
menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan ranfamlah Wajib Pajak
Terdaftar pada periode sebelum dan sesudah RefoPagak 2008. Hipotesis 2
menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikanrantenlah Wajib Pajak Efektif
pada periode sebelum dan sesudah Reformasi Papgk Blipotesis 3 menunjukkan
terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlafibRajak Yang Menyampaikan
SPT pada periode sebelum dan sesudah Reformask R&j@8. Hipotesis 4
menunjukkan tidak terdapat perbedaan realisaserpmaan pajak pada periode
sebelum dan sesudah Reformasi 2008.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara digngakan
untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pemipamguHal ini tertuang
dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (ARBMNxna penerimaan
pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang tarb&emakin besarnya
pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaamaneganuntut peningkatan
penerimaan negara yang salah satunya berasaleeimaan pajak. Tugas mulia
administrasi perpajakan, terutama administrasi kpgpaisat, diemban oleh
Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu sist@@merintah yang secara
struktural berada di bawah Departemen Keuangang&enisi menjadi model
pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistermanajemen perpajakan
kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masytar8krektorat Jenderal
Pajak menetapkan salah satu misinya, yaitu misafisdalah untuk menghimpun
penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mamgnunjang kemandirian
pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undapgjplesn dengan tingkat

efektifitas dan efisiensi yang tinggi. Sebagaimiateel di bawah ini:

Tabel 1.1
Peran Pajak Terhadap APBN Tahun 2006 s/d 2010
o Prosentase
No Algggrnan Jumlah (dalam triliun) Pajak:APBN (%)
APBN Pajak
1 2010 949.66 742.74 78 %
2 2009 985.73 725.84 74%
3 2008 781.35 591.98 76%
4 2007 723.06 509.46 70%
5 2006 723.06 416.31 67%

Sumber : Departemen Keuangan Rl (www.depkeu.po.id




Dari angka-angka tersebut diatas terlihat bahwarpgajak terhadap
APBN sejak tahun anggaran 2006 s/d 2010 rata-natasd50% bahkan pada
tahun 2010 mencapai 78%. Kondisi tersebut diatasgalebatkan beban tugas
yang diemban oleh aparat perpajakan akan semakat, l@ebagaimana yang
dikemukakan oleh Rochmat Soemitro ( dalam Jami®lP§ang menyatakan
bahwa tugas yang penting adalah upaya membangkitksadaran pajak tax
consciousnespuntuk menjadi Wajib Pajak patuh.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah melakud@agai upaya
untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sqkfak. Salah satu upaya
yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pemeain negara dari sektor
pajak adalah dengan melakuKaax reform”, yaitu dengan melakukan reformasi
terhadap Peraturan Perundang-undangan Perpajaken ss&em administrasi
perpajakan, agar basis pajak dapat semakin digerlsahingga potensi
penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungutasegdimal dengan menjunjung
asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan pepada Wajib Pajak.

Perjalanan pelaksanaan reformasi perpajakan dinbsia tidak hanya
terjadi pada tahun 1983 tetapi juga dilanjutkangdenreformasi perpajakan
dalam bidang organisasi Direktorat Jenderal PaRd&da dasarnya reformasi
administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direttdenderal Pajak pada tahun
1983, 1994, 1997 dan 2000 ternyata belum mengutrektie organisasi yang
lebih ramping tetapi hanya melakukan penambahasi skin sub seksi. Revisi
pertama dan kedua, secara substansial, tidakudrgalyak yang berubah. Fokus

perubahan lebih pada upaya meningkatkan kepastideunh dengan cara



mengangkat peraturan pelaksanaan umumnya dalamkbkeputusan menteri
keuangan atau surat edaran dirjen pajak menjadiermamndang-undang.
Perubahan lain menyangkut harmonisasi pasal-pataindJU Perpajakan, yaitu
memindahkan pasal dari satu UU ke UU yang lain.

Reformasi Perpajakan 2008 merupakan salah saturRafoperpajakan
jilid pertama vyaitu reformasi bidang peraturan pgakan. Hasilnya berupa
diundangkannya UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketantdmum dan Tata Cara
Perpajakan (KUP) dan UU No. 36 Tahun 2008 tentajgkPPenghasilan melalui
proses panjang dan melibatkastake holder termasuk pengusaha yang
mencerminkan keadilan dan kesetaraan kedudukaradrglus dan Wajib Pajak.
Penurunan tarif, penekanaanst of compliancdaw enforcemenyang lebih tegas
kepada Wajib Pajak tidak patuh, kesataraan fiskars \Wajib Pajak merupakan
poin-poin dalam tax reform UU PPh. Reformasi imatdr berdasarkan Aturan
Pelaksanaan Ketentuan Pasal 4 Peraturan PemeNptabr 81 tahun 2007 dan
dipertegas dengan Peraturan Menteri Keuangan PNBPRBK.03/2008.

Secara garis besar, reformasi di bidang perpajddertujuan untuk (1)
optimalisasi penerimaan yang berkeadilan, melipatluasartax basedan stimulus
fiskal; (2) meningkatkan kepatuhan perpajakan raelalyanan prima dan penegakan
hukum secara konsisten; (3) efisiensi administizsiupa penerapan sistem dan
administrasi andal dan pemanfaatan teknologi tgpad; (4) terbentuknya citra yang
baik dan tingkat kepercayaan masyarakat yang timgglalui kapasitas SDM yang
profesional, budaya organisasi yang kondusif, gggtaksanaagood governance

(Abimanyu, 2009).



Penghapusan sanksi administrasi bunga bagi Wajilak Pgang
mengungkapkan ketidakbenaran pelaporan PPh tahjak 2807 ke bawah,
paling lambat dilakukan akhir tahun 2008, merupafasilitas yang diberikan
pemerintah dalam UU KUP baru. Program ini diseduriset policyyang diatur
dalam pasal 37 A UU No. 28 Tahun 2007 tentang KBnset policyjuga
diberikan kepada WP OP yang secara sukarela manktit diri ber-NPWP bila
melaporkan kekurangan pajak untuk tahun pajak sgbdier-NPWP. Aturan
perbedaan tarifvithholding taxPPh Pasal 21/23 antara subyek pajak ber-NPWP
dan tidak ber-NPWP yang diatur dalam UU PPh baru malai berlaku pada
tahun pajak 2009 ikut andil mendorong masyarakabdrelong-bondong ber-
NPWP.

Dalam program reformasi perpajakan 2008 terdapasdq modernisasi
administrasi perpajakan yaitu adanya layanan yaimgapdan pengawasan yang
intensif dengan pelaksanaan prinsip-prinsigood governance Untuk
mensukseskan pelayanan prima tersebut DJP telajiap&an pelayanan ekstra
pada setiap KPP ModerRerubahan struktur organisasi Direktorat JendexjakP
yaitu struktur berdasarkan jenis pajak menjadi kstnu berdasarkan fungsi,
perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak mielptmbentukanAccount
Representativd AR) dan complient centeruntuk menampung keberatan wajib
pajak. Selain itu, sistem administrasi perpajakangymodern juga merangkul
kemajuan teknologi terbaru diantaranya perkemban@isiem Informasi
Perpajakan (SIP) dengan pendekatan fungsi menjastens Administrasi

Perpajakn Terpadu (SPAT) yang di kendalikan atelse management system



serta berbagai pelayanan dengan bassystemseperti e-SPT, e-Filling, e-
Payment, Taxpayer account, e-Registratidan e-councelingyang diharapkan
meningkatkan mekanisme pengontrolan yang lebih tiéfektunjang dengan
penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat JenderabkPajntuk mengontrol
perilaku para pegawai pajak (ortax, 2009).

Untuk mengimplementasikan konsep perpajakan modertalui KPP
modern yang berorientasi pada pelayanan dan pesgawamaka struktur
organisasi DJP perlu diubah, baik di level kantsgt sebagai pembuat kebijakan
maupun di level kantor operasional sebagai pelaksaplementasi kebijakan.
Setelah adanya reformasi perpajakan Sebagai langkatama, untuk
memudahkan Wajib Pajak, ke tiga jenis kantor pagjakg ada, yaitu Kantor
Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak BlamiBangunan (KPPBB),
serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Kpga)i dilebur menjadi
Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Dengan demikiaib\Wajak cukup datang ke
satu kantor saja untuk menyelesaikan seluruh ntagalgajakannya.

Pelayanan perpajakanpun sudah mulai satu atepgtop servigekarena
semua jenis pelayanan perpajakan baik jenis pdpdk PPN, PBB, dan BPHTB
dilakukan di KPP Pratama. Dengan model KPP Modepeui diuraikan di atas
diharapkan DJP dapat memberikan pelayanan primadikemasyarakat dalam
masalah perpajakan. Untuk mensukseskan pelayamaa persebut DJP telah
menyiapkan pelayanan yang baik pada setiap KPRiwrRaasehingga perbaikan
infrastruktur menjadi prioritas dalam memberikanlaganan yang baik yang

nantinya diharapkan mampu meningkatkan kesadarajib waajak dalam



melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga mammningkatkan
penerimaan negara dari sektor pajak.

Untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektgakpamaka
ketentuan Peraturan Perudang-undangan Perpajakas tidaksanakan dengan
tepat dan benar oleh wajib pajak, pemotong/pemum@jak, dan pegawai
pajak/fiskus. Selain itu pemerintah juga memberikabijakan-kebijakan di
bidang perpajakan yang bertujuan untuk memberikarulis agar meningkatkan
kepatuhan wajib pajak yang nantinya diharapkan nuammpeningkatkan
penerimaan negara dari sektor pajak. Berbagai &aj yang diambil selain
merevisi Undang-undang antara lain dengan perbaiist®m pelayanan yang ada
pada struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajakalui pembentukan Kantor
Pelayanan Pajak Pratama/Madya (selanjutnya diselolgngan KPP
Pratama/Madya) pada tahun 2007-2008. Perbaikaasiniiktur dan peningkatan
kualitas sumber daya manusia menjadi prioritasndataemberikan pelayanan
yang baik yang nantinya diharapkan mampu meningkaekiepatuhan wajib pajak
dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehinggapu meningkatkan
penerimaan negara dari sektor pajak.

Secara khusus peneliti melakukan penelitian pablaube KPP Pratama
di kota Semarang karena pada KPP Pratama pelayaag@ajakanpun sudah
mulai satu atapofie stop servigekarena semua jenis pelayanan perpajakan baik
jenis pajak PPh, PPN, PBB, dan BPHTB dilakukan ®PKPratama.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan, pentdisarik untuk

meneliti dan menganalisa pengaruh reformasi petpaja2008 terhadap



kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian dan analisa ikerdbangkan dalam bentuk
skripsi dengan judul Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan
Sesudah Reformasi Perpajakan 2008 Dan Implikasinya Terhadap
Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kota Semarang DLinkungan

Kantor Wilayah DJP Jateng 1.”

1.2 Rumusan Masalah

Salah satu Reformasi perpajakan jilid pertama yedformasi bidang
peraturan perpajakan. Hasilnya berupa diundangleatiy No. 28 Tahun 2007
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajakaR)idan UU No. 36 Tahun
2008 tentang Pajak Penghasilan melalui proses pggan melibatkan stake
holder termasuk pengusaha yang mencerminkan keadi@n kesetaraan
kedudukan antara fiskus dan Wajib Pajak. Penuruadf) penekanarcost of
compliance law enforcemenyang lebih tegas kepada Wajib Pajak tidak patuh,
kesataraan fiskus dan Wajib Pajak merupakan paim-galam tax reform UU
PPh. Reformasi ini diatur berdasarkan Aturan Pela&an Ketentuan Pasal 4
Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2007 dan digestdengan Peraturan
Menteri Keuangan PMK-238/PMK.03/2008.

Selanjutnya rumusan pertanyan dalam penelitiananalah sebagai
berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan WagifakPyang

diidentifikasi dari besarnya Wajib Pajak Terdaffada KPP Pratama

Kota Semarang sebelum dan sesudah reformasi peapa8087?



2. Apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan WagifakPyang
diidentifikasi dari besarnya Wajib Pajak Efektifd@aKPP Pratama
Kota Semarang sebelum dan sesudah reformasi peapa8087?

3. Apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan WagilakPyang
diidentifikasi dari besarnya Wajib Pajak Yang Memymikan SPT
pada KPP Pratama Kota Semarang sebelum dan sesefdatmasi
perpajakan 20087

4. Apakah terdapat perbedaan penerimaan pajak pad@ki&ma Kota

Semarang sebelum dan sesudah reformasi perpajaR8fR 2

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
1.3.1  Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adal
1. Untuk menganalisisdan memberikan bukti empiris perbedaan
besarnya Wajib Pajak Terdaftar pada KPP Pratama Isgmarang
sebelum dan sesudah reformasi perpajakan 2008.
2. Untuk menganalisisdan memberikan bukti empiris perbedaan
besarnya Wajib Pajak Efektif pada KPP Pratama K®&&marang
sebelum dan sesudah reformasi perpajakan 2008.
3. Untuk menganalisisdan memberikan bukti empiris perbedaan
besarnya Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPT pada RRama

Kota Semarangesudah dan sesudah reformasi perpajakan 2008.



4. Untuk menganalisisdan memberikan bukti empiris perbedaan
besarnya realisasi penerimaan pajak pada KPP Rrdfata Semarang

sebelum dan sesudah reformasi perpajakan 2008.

1.3.2 Manfaat penelitian

Dari tujuan penelitian yang telah disampaikan giehulis, maka kegunaan

penelitian ini adalah :

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun Kamelayanan
Pajak (KPP) Pratama, hasil penelitian ini diharapkdapat
memberikan umpan balik untuk meningkatkan pelayanan

2. Sebagai informasi yang bermanfaat dalam menambatasen,
baik bagi para pembaca maupun penulis sendiri.

3. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijean literatur bagi
penelitian selanjutnya mengenai reformasi perpajaterhadap
tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan implikasinya aeldp
penerimaan pajak.

4. Menjadi masukan bagi pihak Direktorat Jenderal iPdjan KPP

Pratama dalam memahami dampak reformasi perpajziGth

1.4 Sistematika Penulisan Penelitian
Penulisan penelitian ini, dikelompokkan menjadidirbab, yaitu bab
pendahuluan, bab tinjauan pustaka, bab metode ifi@melbab hasil dan

pembahasan
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dan bab penutup. Bab | merupakan pendahuluan yanigi batar belakang
masalah,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, serta stgtarpanulisan.

Bab Il merupakan tinjauan pustaka sebagai dasapijéler dalam
menganalisis permasalahan yang ada. Pada bagiabeiisi landasan teori,
penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pergaman hipotesis.

Bab Il adalah metode penelitian yang mencakupab&ii penelitian dan
definisi operasional, penentuan sampel, jenis damber data, metode
pengumpulan
data metode analisis

Bab IV berisi analisis hasil penelitian mengenaseteatan perusahaan
dan potensi kebangkrutan yang mungkin terjadi paausahaan, hasil
pengolahan data disajikan baik secara verbal derigda-kata dan secara
matematis dalam bentuk angka-angka.

Bab V yaitu penutup, pada bagian ini berisi kesitapuerdasarkan hasil

penelitian, dan saran yang diberikan pada pihak ya@merlukan.



BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu
2.1.1 Pemahaman Tentang Perpajakan
2.1.1.1 Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemit&), (1994) guru
besar dalam Hukum Pajak pada Universitas Pajaj@andung, seperti dikutip
olen Safri Nurmantu, yaitu: "Pajak adalah iuran yatk kepada kas negara
(peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sekpemerintah) berdasarkan
undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mangasa timbal tégen
prestas), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakatukumembiayai
pengeluaran umum”. Unsur-unsur pokok dari defidistas, yaitu: (1) iuran atau
pungutan, (2) dipungut berdasarkan Undang-unda@)gdjak dapat dipaksakan,
(4) tidak menerima atau memperoleh kontraprestisi, (5) untuk membiayai
pengeluaran umum Pemerintah.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 “Pajalaladn
kontribusi wajib kepada negara yang terutang olamg pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, detigaRk mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk kegremhegara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.”

11
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2.1.1.2 Fungsi Pajak
Fungsi pajak seperti dikemukakan llyas dan Burfi9d), yaitu:

1) Fungsi budgetair; disebut juga fungsi fiskal, yaifungsi untuk
mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya seswdang-undang
berlaku yang pada waktunya akan digunakan untukbiasmi pengeluaran-
pengeluaran negara.

2) Fungsi regulerend; merupakan fungsi dimana paj@kpakan digunakan
sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujugenter yang letaknya di
luar bidang keuangan. Pajak digunakan sebagakelgaksanaan.

3) Fungsi demokrasi; yaitu fungsi yang merupakan ssédh penjelmaan atau
wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan paerar dan
pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsieimgs dikaitkan
dengan hak seseorang untuk mendapatkan pelayananpetaerintah
apabila ia telah melakukan kewajibannya membaygkpaila pemerintah
tidak memberikan pelayanan yang baik, pembayarkphisa melakukan
protes ¢omplainj;

4) Fungsi distribusi; yaitu fungsi yang lebih menekamkpada unsur

pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

2.1.1.3 Sistem Perpajakan
Sistem perpajakan suatu negara terdiri atas tigarugakniTax Policy,
Tax LawdanTax AdministrationSistem perpajakan dapat disebut sebagai metoda

atau cardagaimana mengelola utang pajak yang terutangWhgib Pajak dapat
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mengalir ke kad\egara. Sistem pemungutan pajak menurut llyas damoB

(2004) yakni:

1) Official Assesment Systgrakni sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk nieken besarnya
pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) séseorang.

2) Semi Self Assessment Sysyakni suatu sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang kepada fiskus dan Wajib Pajakkuntenentukan
besarnya utang pajak.

3) Self Assessment Systeyakni suatu sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk ghiimg,
memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan selpelsarnya utang
pajak.

4) Witholding Systensuatu sistem pemungutan pajak yang memberikan
wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/mentubgearnya

pajak terutang.

2.1.2 Pemahaman Tentang Reformasi Perpajakan

Menurut Gunadi (2010), “pajak ini mengikuti fenoragkehidupan sosial
ekonomi masyarakat”. Di setiap perubahan kehidupasial perekonomian
masyarakat maka sudah sepantasnyalah bahwa pajals hmengadakan
reformasi.

Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasagala aspek

perpajakan. Reformasi pajak dilakukan agar sisterpgjakan dapat lebih efektif

dan efisien, sejalan dengan perkembangan globiajiaag menuntut daya saing
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tinggi dengan negara lain. Mason (1993) menyebutkahwa tingkat
keberhasilan sebuah program reformasi ekonomiahgat tergantung pada dua
hal, yaitu kebijakan pajak mendapat kepercayaaedibility of policyy dan
kredibilitas pembuat kebijakanréedibility of policy makens

Indonesia telah mulai melaksanakan reformasi pekpa sejak tahun
1983. Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkergha sosial dan ekonomi
Negara dan masyarakatnya. Peningkatan penerimaanjadne tuntutan
pemerintah, akan tetapi perbaikan dalam aspek jo&ea menjadi alasan
mengapa reformasi perpajakan dilakukan dari wakeu vkaktu, baik itu
penyempurnaan dalam kebijakan maupun dalam adnaisiisya. Bila dilihat dari
segi anggaran secara umum hasil reformasi perpaj@tah dapat memberikan
kontribusi bagi kecukupan penerimaan dalam Angg®amdapatan dan Belanja
Negara (APBN). Karena tuntutan akan kecukupan aaggdi APBN harus
dipenuhi dalam pemahamgood governangemaka sejak tahun 2002 pemerintah
melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mainmlelaksanakan modernisasi
administrasi perpajakan sebagai bagian dan meropséh satu dasar yang
kokoh dari reformasi perpajakan (Gunadi, 2010).

Dengan demikian, diharapkan prinsip-prinsip pexkan yang sehat
seperti persamaarduality), kesederhanaarsifnplicity), dan keadilanféirnesg
dapat tercapai, sehingga tidak hanya berdampakdephpeningkatan kapasitas
fiskal, melainkan juga terhadap perkembangan koe&@nomi makro.

Gillis (1989) menggunakan taksonomi untuk mengdklasikan

reformasi perpajakan berdasarkan program-progrémmmasi perpajakan dengan

6 (enam) atribut yang menjadi ciri-ciri dasarnyhisgga dapat diperoleh ratusan



15

konfigurasi yang berbeda dari reformasi perpajakéeenam atribut tersebut

yakni:

1)

2)

3)

4)

5)

Breadth of reformreformasi perpajakan dapat berfokus pada refurtax
structure atau berfokus padatax administration atau reform of tax
systemgberfokus pada struktural dadministrative reform

Scope of reforimn reformasi perpajakan dapat dilakukan secara
comprehensive jika meliputi hampir semua sumberepemaan yang
penting, atau dilakukan secara partial jika hanyaipuati satu atau dua
komponen penting dari sistem perpajakan.

Revenue goals;reformasi perpajakan dilakukan untuk meningkatkan
penerimaan dalam prosentase terhadap PDB (rasak)pgpng disebut
revenue enhancinguntuk mengganti penerimaan dengamenue neutral
reform atau bahkan untuk mengurangi penerimaan (revdecesasing
reform).

Equity goals reformasi perpajakan untuk menegakkan keadilaebdit
redistributive jika menegakkan keadilan secara vertikal, yait@angr
berpenghasilan tidak sama, pajaknya diperlakul@aktsama juga, namun
jika reformasi perpajakan tidak dimaksudkan untukrubah distribusi
pendapatan yang sudah ada maka disgibtrtbutionally neutral reform.
Resource allocations goals;reformasi perpajakan yang berusaha
mengurangi pengenaan pajak pada sumber daya apat dialokasikan

lebih efisien disebueuconomically neutraljika sistem perpajakan untuk
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mempengaruhi aliran sumber daya sektor ekonomi akdivitas tertentu
maka disebuinterventionist reforms.

6) Timing of reform dilakukan dengan mengubah seluruh kebijakan
perpajakan secara bersamaan disemantemporaneous reformdengan
implementasi bertahap disebpihasedreforms atau perubahan kebijakan
perpajakan yang tidak berkaitan dilakukan dalamelsia tahun lebih
disebutsuccessive reforms

Secara garis besar, reformasi di bidang perpajddextujuan untuk (1)
optimalisasi penerimaan yang berkeadilan, melipatluasartax basedan stimulus
fiskal; (2) meningkatkan kepatuhan perpajakan raelalyanan prima dan penegakan
hukum secara konsisten; (3) efisiensi administizsiupa penerapan sistem dan
administrasi andal dan pemanfaatan teknologi tgpad&; (4) terbentuknya citra yang
baik dan tingkat kepercayaan masyarakat yang timgelalui kapasitas SDM yang
profesional, budaya organisasi yang kondusif, sggetaksanaagood governance
(Abimanyu, 2009).

Menurut Nasucha (2004), reformasi perpajakan mdarpalangkah
untuk penyehatan ekonomi melalui pendekatan fiské&ngutip Williamson
dalam Mas’oed (1994), reformasi perpajakan melipatluasan basis perpajakan,
perbaikan administrasi perpajakan, mengurangi dewya penghindaran dan
manipulasi pajak, serta mengatur pengenaan asef lyarada di luar negeri.
Perubahan struktur pajdtax base dan tax ratdgrkait dengan perubahan dalam
administrasi perpajakannya.

Menurut Pandiangan (2008), reformasi perpajakang yaeliputi: (1)

formulasi kebijakan dalam bentuk peraturan, darnp&aksanaan dari peraturan,
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umumnya diarahkan untuk dapat mencapai beberaparasas Pertama,
menghasilkan penerimaan dalam jumlah yang cukugbilstfleksibel dan
berkelanjutan. Kedua, mengurangi beban inefisidasiexcess burderKetiga,
memperingan beban kelompok kurang mampu denganesaimdstruktur pajak
yang lebih adil. Dan keempat, memperkuat admirsstrperpajakan dan

meminimalisasi biaya administrasi dan kepatuhan.

2.1.3 Reformasi Pajak 2008
2.1.3.1 Reformasi Ketentuan Peraturan Perpajakan

Salah satu reformasi perpajakan jilid pertamauyssformasi di bidang
peraturan perpajakan. Hasilnya berupa pengesahdangrundang No.28 Tahun
2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajakdP) dan UU No. 36
Tahun 2008 tentang Undang-undang Pajak Pengha@i&m) oleh Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden membawa pbambpada perpajakan di
Indonesia. Pokok-pokok perubahan yang ada dalanangadndang pajak ini
tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip perpajakang dianut secara
universal, yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi adstrasi, serta peningkatan dan
optimalisasi penerimaan Negara dengan tetap meataaitan sistemself
assessment Amandemen ini merupakan salah satu langkah beserg
dilaksanakan guna mendukung reformasi perpajakamg ysedang terjadi di
Direktorat Jenderal Pajak, sehingga diharapkamugagka menengah maupun
jangka panjang dapat meningkatkan penerimaan Nega&iang dengan

meningkatnya kepatuhan sukarela. Dalam Undang-Undansebut terdapat
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pokok-pokok perubahan mengenai Ketentuan Umum cda Tara Perpajakan,

antara lain:

1. Ketentuan mengenai pengambilan, pengisian, peramgEtan dan
penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dapat déakuokelalui media
elektronik.

2. Batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh yang semgLpaling lambat
tiga bulan diubah menjadi paling lambat empat budatelah akhir tahun
pajak.

3.  Sanksi administrasi berupa denda bagi WP yang adekgmauan sendiri
mengungkapkan  ketidakbenaran perbuatannya seteldlakuldin
pemeriksaan tetapi belum dilakukan tindak penyidjkditurunkan dari
200% menjadi 150%.

4. Daluwarsa penetapan pajak dan daluwarsa penagilpansidigkat dari
sepuluh tahun menjadi lima tahun sejak berakhinmgsa pajak, bagian
tahun pajak atau tahun pajak.

5. Dalam rangka mendorong WP mengungkapkan penghagidag belum
dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh sebelum tahun, 2007 diberi
kesempatan untuk menyampaikan pembetulan dengarerikdib
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasigad syarat
pembetulan tersebut dilakukan pada tahun pertanfekbaya UU ini.

6. Paling lama satu tahun setelah berlakunya UU iri?, @fang Pribadi yang

sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPbertkan
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penghapusan sanksi administrasi atas pajak, ketewlapat data atau
keterangan yang menyatakan bahwa SPT WP tidak b&matebih bayar.
Salah satu bentuk reformasi perpajakan di Indonasi@ah dengan
disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yargipakan perubahan
keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 ngnRajak Penghasilan
melalui proses panjang dan melibatkan stake hdielenasuk pengusaha yang
mencerminkan keadilan dan kesetaraan kedudukaradigkus dan Wajib Pajak.
Penurunan tarif, penekanaanst of compliance, law enforcemeaming lebih tegas
kepada Wajib Pajak tidak patuh, kesataraan fislars \Wajib Pajak merupakan
poin-poin dalantax reformUU PPh. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini
disahkan pada tanggal 23 September 2008 dan medkkh tanggal 1 Januari
2009. Pokok pikiran yang terdapat dalam Undang-dgdéomor 36 Tahun 2008
tentang Perubahan Keempat Undang-Undang No. 7 TaB88 tentang Pajak
Penghasilan antara lain sebagai berikut (Darminutias 2009) :
(1) Penurunan Tarif Pajak Penghasilan (PPh)
Penurunan tarif PPh dimaksudkan untuk menyesuaiegan tarif PPh
negara-negara tetangga yang relatif lebih rendahingga dapat
meningkatkardaya saing dalam negeri, mengurangi beban pajakdalpat
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP).
(a) Bagi WP orang pribadi, tarif PPh tertinggi dituramk dari 35%
menjadi 30% dan menyederhanakan lapisan tarif 8arapisan

menjadi 4 lapisan, namun memperluas masing-masmgsan



(b)

(€)

(d)
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penghasilan kena pajgkncome brackgt yaitu lapisan tertinggi dari
sebesar Rp 200 juta menjadi Rp 500 juta.

Bagi WP badan, tarif PPh yang semula terdiri data@san, yaitu
10%, 15% dan 30% menjadi tarif tunggal 28% di taBQ@9 dan 25%
tahun 2010. Penerapan tarif tunggal dimaksudkamkumenyesuaikan
dengan prinsip kesederhanaan daernational best practiceSelain
itu, bagi WP badan yang telajo public diberikan pengurangan tarif
5% dari tarif normal dengan kriteria paling sedd@ saham dimiliki
oleh masyarakat. Insentif tersebut diharapkan dapatdorong lebih
banyak perusahaan yang masuk bursa sehingga akainghkegtkan
good corporate governancelan mendorong pasar modal sebagai
alternatif sumber pembiayaan bagi perusahaan.

Bagi WP UMKM yang berbentuk badan diberikan indenti
pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normagyzerlaku terhadap
bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 mitamberian
insentif tersebut dimaksudkan untuk mendorong bebengnya
UMKM vyang pada kenyataannya memberikan kontribusingy
signifikan bagi perekonomian di Indonesia. Pemlmeiizgsentif juga
diharapkan dapat mendorong kepatuhan WP yang laérgelJMKM.
Bagi WP orang pribadi Pengusaha Tertentu, besaangauran PPh
Pasal 25 diturunkan dari 2% menjadi 0,75% dari geman bruto.

Penurunan tarif tersebut dimaksudkan untuk memblaaniiditas WP
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dengan pembayaran angsuran pajak yang lebih rersita

memberikan kepastian dan kesederhanaan penghitéijan

Bagi WP pemberi jasa yang semula dipotong PPh R2Baebesar
15% dari perkiraan penghasilan neto menjadi 2% mknedaran bruto.
Perubahan tarif tersebut dimaksudkan untuk meméetideseragaman
pemotongan pajak yang sebelumnya ada yang didasapkaa

penghasilan bruto dan sebagian didasarkan padahasfan neto.
Dengan metode ini, penerapan perpajakan diharaplegat lebih

sederhana dan tarif relatif lebih rendah sehingg@at meningkatkan
kepatuhan WP.

Bagi WP penerima dividen yang semula dikenai tBf#h progresif
dengan tarif tertinggi sampai dengan 35%, menjadf final 10%.

Penurunan tarif tersebut dimaksudkan untuk mendpmerusahaan
untuk membagikan dividen kepada pemegang sahamgdarmry

tumbuhnya investasi di Indonesia karena dikenakaif lebih rendah

dan meningkatkan kepatuhan WP.

Pembebasan kewajiban pembayaran fiskal luar négeii WP yang telah

mempunyai NPWP fiskal sejak 2009 serta penghappsamngutan fiskal

luar negeri pada tahun 2011. Pembayaran fiskal hegeri adalah

pembayaran pajak di muka bagi orang pribadi yarsm depergian ke luar

negeri. Kebijakan penghapusan kewajiban pembayhsaal luar negeri

bagi WP yang memiliki NPWP dimaksudkan untuk meodgr WP

memiliki NPWP sehingga memperluas basis pajak. @jiean pada 2011
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(4)

(5)

22

semua masyarakat yang wajib memiliki NPWP telah idnmNPWP

sehingga kewajiban pembayaran fiskal luar neggalalihapuskan.

Peningkatan nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak ®TKntuk diri WP

orang pribadi sebesar 20% dari Rp 13,2 juta menioli 15,84 juta,

sedangkan untuk tanggungan istri dan keluargagtiitkan sebesar 10%

dari Rp 1,2 juta menjadi Rp 1,32 juta dengan palfiagyak 3 tanggungan

setiap keluarga. Hal ini dimaksudkan untuk menyisumaPTKP dengan

perkembangan ekonomi dan moneter serta mengangkgafurannya dari

peraturan Menteri Keuangan menjadi undang-undang.

Penerapan tarif pemotongan/pemungutan PPh yang teiggi bagi WP

yang tidak memiliki NPWP

(a) Pengenaan tarif 20% lebih tinggi dari tarif normailtuk WP non
NPWP yang menerima penghasilan dipotong PPh Pasal 2

(b) Pengenaan tarif 100% lebih tinggi dari tarif norno@tuk WP non
NPWP yang menerima penghasilan dipotong PPh P3sal 2

(c) Pengenaan tarif 100% lebih tinggi dari tarif nornoatuk WP non
NPWP yang menerima penghasilan dipotong PPh Pasal 2

Perluasan biaya yang dapat dikurangkan dari peighdsuto.

Dimaksudkan bahwa pemerintah memberikan fasikigzada masyarakat

yang secara nyata ikut berpartisipasi dalam kepgati sosial, dengan

diperkenankannya biaya tersebut sebagai penguearghpsilan bruto.

(@) Sumbangan dalam rangka penganggulangan bencananalasian

infrastruktur sosial
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(b) Sumbangan dalam rangka fasilitas pendidikan, peareli dan
pengembangan yang dilakukan di Indonesia.
(c) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga danrkaagayang
sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui doimesia.
(6) Pengecualian dari objek PPh
(7) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh lembaga atdan nirlaba yang
bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidangeliian dan
pengembangan yang ditanamkan kembali paling lad@andangka waktu 4
tahun tidak dikenai pajak.
(a) Beasiswa yang diterima atau diperoleh oleh penehbgesiswa tidak
dikenai pajak.
(b) Bantuan atau santunan yang diterima dari Badan dRamggara
Jaminan Sosial tidak dikenai pajak.

Selain itu perubahan Reformasi Pajak 2008 yang yardppat dalam
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perub&e&mpat Undang-
Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasiién gengan mengenakan
tarif berbeda pada wajib pajak perorangan dan wgagilak badan. Diharapkan
dengan tarif pajak yang baru, maka wajib pajak bad#pat lebih diuntungkan
sehingga penerimaan dari wajib pajak lebih meningkaka sudah selayaknya
bila perpajakan harus mendapatkan perhatian yamgsseari pemerintah.
Undang-Undang yang memberatkan dunia usaha, beetkam@mbuat banyaknya
usaha tidak dapat memperoleh laba secara maksmmakaohsekuensinya akan

mengurangi pendapatan negara dari sektor pajakinHa¢jalan dengan literatur
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di bidang akuntansi manajemen yang menjelaskan &dalpajak dapat
mempengaruhcapital budgetingmelalui tax effectdalam penentuan aliran kas,
pajak juga merupakan salah satu faktor utama dab@mencanaan sistem
kompensasi manajemen (Blocher, Chen, dan Lin 1999).

Penghapusan sanksi administrasi bunga bagi Wajifak Pgang
mengungkapkan ketidakbenaran pelaporan PPh tahjak 2807 ke bawah,
paling lambat dilakukan akhir tahun 2008, merupafkasilitas yang diberikan
pemerintah dalam UU KUP baru. Program ini disequriset policyyang diatur
dalam pasal 37 A UU No. 28 Tahun 2007 tentang KK&tentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan. Dalam Pasal 37 A Undang-greasebut dikatakan :

(1) Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Petabuan
Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 20@nhg
mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar meigath besar dan
dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (saabuh setelah berlakunya
Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan p¢sughapusan sanksi
administrasi  berupa bunga keterlambatan pelunasakur&ngan
pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan hérdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.

(2) Dalam program Sunset Policyini, wajib pajak diberikan fasilitas
penghapusan sanksi administrasi berupa bunga 2%p seulan atas
pembayaran pajak yang dibayar berdasarkan SPT &alRembetulan yang

disampaikan. SPT Tahunan Pembetulan yang disammpagikda Sunset
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Policy tidak akan diperiksa, kecuali ditemukan d&i@u yang dapat
menyebabkan timbulnya pajak yang kurang dibaydr wigib pajak.

(3) Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela aféarttan diri untuk
memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lamadatujstahun setelah
berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapssarksi administrasi
atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untukumaRajak sebelum
diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakakpemeriksaan
pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yamyatakan bahwa Surat
Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidaabatau menyatakan
lebih bayar.

Dari Sunset Policyini, diharapkan wajib pajak dapat menggunakan
fasilitas tersebut untuk meningkatkan kesadaranmigdam melaksanakan
kewajiban perpajakannya pada tahun mendatang danuseya. Dengan kata
lain, Sunset Policyni dapat digunakan sebagai titik awal buat wagjak untuk
melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baengujlir demi tercapainya
penerimaan negara dari sektor pajak.

Aturan perbedaan tarifithholding taxPPh Pasal 21/23 antara subyek
pajak ber-NPWP dan tidak ber-NPWP yang diatur ddliunPPh baru dan mulai
berlaku pada tahun pajak 2009 pemerintah mengeloakkbijakan pembebasan
Fiskal Luar Negeri (FLN) bagi orang pribadi yangaakbertolak ke luar negeri
dengan syarat ber-NPWHal ini terasa dilematis bagi pemerintah mengingat
penerimaan FLN terus meningkat. Harapan kita temtlkehilangan penerimaan

tersebut dapat tergantikan atau bahkan terlampahimotensi penerimaan pajak
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dari kepemilikan NPWP bagi wajib pajak-wajib pajddaru darmultiflier
effectdari pembebasan FLN ini.

Selain itu, merupakan fasilitas yang diberikan eemah dalam UU
KUP baru melalui Menteri Keuangan menerbitkan Reast Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 49/PMK.03/2009 tentang uBehan Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK2089 tentang Pajak
Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah AtaghBsilan Pekerja Pada
Kategori Usaha Tertentu. Peraturan Menteri Keuarigamlimaksudkan untuk
memberi insentif dalam mengatasi dampak krisis ekonglobal yang sedang
berkembang di dunia dan untuk menjaga stabilitagko@momian khususnya
sektor tertentu yang diatur pada Peraturan Memtetdangan ini. Diharapkan
dengan adanya stimulus tersebut, prospek penerimegara dari ekspor produk-
produk pada usaha tertentu yang diatur dengan UPenatMenteri Keuangan
tersebut dapat ditingkatkan. Sehingga nantinya tdaqenjadi faktor penggerak
usaha yang terkait di Indonesia hingga mampu m&atkgn pendapatan nasional
yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan pemnarinpajak dari sektor

usaha tersebut.

2.1.3.2 Reformasi Struktur Organisasi

Untuk mengimplementasikan konsep perpajakan modgang
berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, nrakéustorganisasi DJP perlu
diubah, baik di level kantor pusat sebagai pemixedijakan maupun di level

kantor operasional sebagai pelaksana implementdsjakan. Sebagai langkah



27

pertama, untuk memudahkan Wajib Pajak, ke tigasj&antor pajak yang ada,
yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelagafajak Bumi dan

Bangunan (KPPBB), serta Kantor Pemeriksaan daniéikay Pajak (Karikpa),

dilebur menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dangemikian Wajib Pajak
cukup datang ke satu kantor saja untuk menyelesak@luruh masalah
perpajakannya.

Pada tahun 2007 hingga 2008 dibentuk K®Mall Taxpayers Office
(STO)yang kemudian disebut KPP Pratagengan total 357 KPP Pratama di
seluruh Kanwil. KPP Pratama bertugas melayani W&aBanenengah ke bawah
dan WP Orang Pribadi meliputi jenis pajak PPh, PPBB, dan BPHTB.
Pelayanan perpajakanpun sudah mulai satu atap gtop servigekarena semua
jenis pelayanan perpajakan baik jenis pajak PPH\, PPBB, dan BPHTB
dilakukan di KPP Pratama sedangkan untuk KPP WRarBdan KPP Madya
hanya jenis pajak PPh dan PPN, sehingga menyebab#fanya peleburan
KPPBB ke KPP Pratama. Proses penyelesaian kebemnataya ada di tingkat
Kanwil, mengingat di Kanwil tidak menjalankan fuhgemeriksaan lagi karena
fungsi pemeriksaan sepenuhnya dilaksanakan oleh K®&dern yang
menyebabkan pula dileburnya Karikpa ke KPP Mod&angan model KPP
Modern seperti diuraikan di atas diharapkan DJPatlapemberikan pelayanan
prima kepada masyarakat dalam masalah perpajakatuk Umensukseskan
pelayanan prima tersebut DJP telah menyiapkan gedayyang baik pada setiap
KPP Pratama sehingga perbaikan infrastruktur menjpdoritas dalam

memberikan pelayanan yang baik yang nantinya dikara mampu
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meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakewajiban
perpajakannya sehingga mampu meningkatkan penerimagara dari sektor
pajak. Sehingga pada tahun 2008 seluruh kantoua Jawa dan Bali akan
dimodernisasi dengan dibentuknya 128 KPP Pratamik unenggantikan seluruh

kantor pajak yang ada di daerah tersebut.

2.1.3.2 Reformasi Pelayanan Kepada Wajib Pajak

Program dan kegiatan reformasi perpajakan 2008 jddkan dalam
penerapan administrasi perpajakan modern dengarelnkdP Modern seperti
diuraikan di atas diharapkan DJP dapat memberilk&dayanan prima kepada
masyarakat dalam masalah perpajakan. Untuk merskdsepelayanan prima
tersebut DJP telah menyiapkan pelayanan ekstra gettgp KPP Modern yang
memiliki ciri khusus antara lain struktur organisdsrdasarkan fungsi, perbaikan
pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembeamuiccount Representative
(AR) sebagai ujung tombak pelayanan dan perantandgara DJP dengan WP
yang mengemban tugas melayani setiap Wajib Pajdkmddal antara lain
pertama membimbing/menghimbau WP dan memberikan konsulta&nis
perpajakan. Kedyamemonitor penyelesaian pemeriksaan pajak, prosesr&tan,
serta mengevaluasi hasil banding. Ketigeelakukan pemuktahiran data WP dan
menyusun profil WP. Keempatenginformasikan ketentuan perpajakan terbaru,
Kelima, memonitor kepatuhan WP melalui pemanfaatata & SAPT (Sistem
Administrasi Perpajakan Terpadu). Keepamenyelesaian permohonan surat

keterangan yang diperlukan WP. Ketujuh, mengaisalisherja wajib pajak.
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Kedelapan merekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka siféd@si. Dengan
demikian setiap WP dapat menanyakan hak dan keavapbrpajakannya kepada
setiap AR di KPP Pratama yang telah ditunjuk unhasing-masing WP sesuai
dengan wilayah kelurahan. Pembentukantact center : complain center, call
center, non filers activation centeDimana pengaduan yang diterima oleh
complain centeakan dikoordinasikan dengan unit terkait dan aktindaklanjuti
dalam waktu 3 hari kerja dan jenis-jenis pengaddemmasuk mengenai
pelayanan, konsultasi, pemeriksaan, keberatan daming. Adapun media
penyampaian pengaduan dapat melalui e-mail, pasondelpon bebas biaya,
atau langsung.

Melalui sarana, prasarana, dan pendukung lainnyg Yebih modern
meliputi PertamaHelp Deskdengan teknologknowledge basgada Tempat
Pelayanan Terpadu atau dikenal TB&r¢ice countgr Kedug pelayanan dengan
menggunakan sistem komunikasi dan teknologi infeimerkini yang dikenal
dengan sebutag-systenantara laire-paymen{pembayaran pajak secara online),
e-registrasion (pendaftaran wajib pajak melalui interneéfilling (pelaporan
pajak melalui internet)e-spt (pengisian SPT dalam media digital), dan
counseling (konsultasi secara on line)Ketiga, Built in control system
pemanfaatan sistem teknologi informasi untuk pergaw internal termasuk
pengawasan data. Keempaietugas pajak yang berkualitas tinggi berbasis
kompetensi. Kelimapenerapan Kode Etik Pegawai yang diawasi oleh Komi
Kode Etik Pegawai, Komisi Ombudsman Nasional, Tirhu&us Inspektorat

Jenderal Departemen Keuangan, dan 2 SubdirektomatoK Pusat DJP yang
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menangani Pengawasan Internal. Keenam, Sistem erasinyang lebih baik
dengan adanya TKT (Tunjangan Kegiatan Tambahanjujite Layar sentuh
Informasi PerpajakanTouch Screen Kedelapan Sistem antrian dan LCD
Proyektor berikutelectric screenlayaknya di Bank. Kesembilariersedianya
ruang konselinglosing conferencserta brosur, leaflet, dan majalah perpajakan.
Kesepuluh, tersedianya Bank/Tempat Pembayaran Rbglkerjasama dengan
PEMDA setempat/Kantor Pos). Layanan unggulan tetsaftara lain : Pelayanan
Penyelesaian Permohonan Pendaftaran NPWP : 1 ($at) kerja sejak
permohonan diterima lengkap; Pelayanan Penyelefsanohonan Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak (PKP): 3 (tiga) hari kerjakspermohonan diterima
lengkap; Pelayanan Penyelesaian Permohonan ReBt#jak Pertambahan Nilai

(PPN) : 2 (dua) bulan, 4 (empat) bulan, 12 (duad)dbulan.

2.1.4 Pemahaman Tentang Tingkat Kepatuhan Wajib Pak

Pajak menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 terkatgntuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajga#a Negara yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memdksdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapat timbale balik selzargsung dan digunakan
untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya keunnakmakyat. Berdasarkan
definisinya, ciri-ciri pajak antara lain: (1) pajakpungut berdasarkan undang-
undang, (2) Tidak mendapatkan jasa timbal balilorftiaprestasi perseorangan)
yang dapat ditunjukkan secara langsung, (3) Penmtangpajak diperuntukkan

bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalagksamenjalankan fungsi
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pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan, (#uRgutan pajak dapat
dipaksakan, (5) Berfungsi mengisi anggarbhndgetey dan sebagai alat untuk
mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara datangpekonomi dan sosial
(regulasi).

Lembaga pengelola pajak di Indonesia adalah Direktdendral Pajak
(Ditjen Pajak atau DJP) yang bernaung di bawah Bepen Keuangan. Undang-
undang terbaru yang mengatur sistem perpajakanndibnesia, antara lain
Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang PerubahdaigaKetasUndang-
Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan UmumTaaa Cara Perpajakan
dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Peambdeempat atas
Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Psilgha

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentBegubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentdatentuan Umum
Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atadam, meliputi pembayar
pajak, pemungut pajak dan pemungut pajak yang raeyap hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan pemgHuthdangan perpajakan.

Sebagaimana telah diketahui banyak Wajib Pajaftafer yang tidak
memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karenadéubeberapa istilah seperti
Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif. &gun pengertian Wajib
Pajak Efektif adalah Wajib Pajak yang memenuhi kibaa perpajakannya,
berupa memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Péainean (SPT) Masa
dan atau Tahunan sebagaimana mestinya. Sedangkigin Régak Non Efektif

adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibanrpgjaekannya.
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Berdasarkan Surat Edaran SE-01/PJ.9/20 tentanga®esgn Penyampaian SPT
Tahunan disebutkan bahwa Jumlah Wajib Pajak efelddlah selisih antara
jumlah Wajib Pajak terdaftar dengan jumlah WajiaRaon efekiif.

Sesuai dengan Keputusan Mentri Keuangan NomorK28&/03/2003
tanggal 3 Juni 2003, Wajib Pajak dapat ditetapkdragai WP patuh yang dapat
diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan peanrbay pajak apabila
memenuhi semua syarat sebagai berikut :

a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitafi@@nunan dalam 2
(dua) tahun terakhir;
b) Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yangniéat tidak lebih dari 3
(tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak beriartn
c) SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak ledat batas waktu
penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;
d) Tidak mempunyai tunggakan Pajak untuk semua jeajakp
1) kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atagnunda
pembayaran pajak;
2) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengBry&g diterbitkan
untuk 2 (dua) masa pajak terakhir;
e) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukanatngidana di bidang
perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahan; d
f) Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntanlipudtau Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus demgkapatewajar tanpa

pengecualiann dengan pendapat wajar denga pengecuakpanjang
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pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba fisgal. Laporan audit
harus :
1) Disusun dalam bentuk panjattpng form repor;
2) Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial darkdis
g) Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur ateaunda pembayaran
pajak;
h) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengdh y@hg diterbitkan
untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.
Menurut Nurmantu (2003), kepatuhan perpajakan oiiché#fan sebagai
“suatu keadan dimana wajib pajak memenuhi semuaajieam perpajakan dan
melaksanakan hak perpajakannya.” Terdapat dua mikepatuhan menurut Safri
Nurmantu, yakni:
kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatditiamal adalah suatu
keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban pskpa secara
formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undaarpajakan.
Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surab@etahuan Pajak
Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maretbikspeajib pajak
telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak PerghaésPT PPh)
Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret makid wajak telah
memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya betamtu memenuhi
ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimanabwpfjak secara
substantive memenuhi semua ketentuan material jp&gra yakni sesuai
isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhaenmmahdapat meliputi
kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kegatuhaterial adalah
wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dagnar Surat
Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyaampgik ke KPP
sebelum batas waktu berakhir.
Menurut Nasucha (2004), kepatuhan Wajib Pajak dapdentifikasi

dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan dkgpatuhan untuk

menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT),tkbpa dalam penghitungan
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dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan da¢gmbayaran tunggakan.
Erard dan Feinstin (1994) seperti dikutip Chaizistzha, menggunakan teori
psikologi dalam kepatuhan wajib pajak, yaitu rasashlah dan rasa malu,
persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilararbepajak yang mereka
tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelagangrintah.

Isu kepatuhan dan hal-hal yang menyebabkan kegtidakan serta upaya
untuk meningkatkan kepatuhan menjadi agenda peuiingegara-negara maju,
apalagi di negara negara berkembang. Isu kepatoiemjadi penting karena
ketidakpatuhan secara bersamaan menimbulkan upayghimdarkan pajak, baik
denganfraud danillegal yang disebutax evasion maupun penghindaran pajak
tidak dengarfraud dan dilakukan secailagal yang disebutax avoidancePada
akhirnya tax evasiondan tax avoidancemempunyai akibat yang sama, yaitu
berkurangnya penyetoran pajak ke kas Negara.

Menurut Djoko Slamet Surjoputro dan Junaedi BAKadodo yang
dikutip oleh Sofyan (2005), pada hakekatnya kepatuhajib pajak dipengaruhi
oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yandipuie tax service dan tax
enforcement. Langkah-langkah perbaikan administra$harapkan dapat
mendorong kepatuhan wajib pajak melalui dua cartu y@ertama, wajib pajak
patuh karena mendapatkan pelayanan yang baik,, adgratmenyenangkan serta
pajak yang mereka bayar akan bermanfaat bagi peguban bangsa. Kedua,
wajib pajak akan patuh karena mereka berpikir bahveaeka akan mendapat
sanksi berat akibat pajak yang tidak mereka lapotkedeteksi sistem informasi
dan administrasi perpajakan serta kemamprrasscheckingnformasi dengan

instansi lain.
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2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentargjormasi
perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan ipea@n pajak antara lain
sebagai berikut :

Nasucha (2004), secara khusus melakukan peneiitgangenai reformasi
administrasi perpajakan di Indonesia dan menelaahggruhnya terhadap
kepatuhan Wajib Pajak Pajak karena kepatuhan WR@lak dimungkinkan
menjadi salah satu variabel yang berperan besamdaienentukan penerimaan
pajak. Penelitian tersebut bertujuan untuk memaeldjl) pengaruh reformasi
administrasi perpajakan, mencakup aspek strukgamsasi, prosedur organisasi,
strategi organisasi, maupun budaya organisasiadegh akuntabilitas organisasi,
(2) pengaruh reformasi administrasi perpajakanatdap kepatuhan Wajib Pajak,
(3) pengaruh akuntabilitas organisasi terhadapatiEh kepatuhan Wajib Pajak,
dan (4) pengaruh reformasi administrasi perpajalean akuntabilitas organisasi
terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengujianlata(l) reformasi
administrasi perpajakan secara keseluruhan berpgndgarhadap akuntabilitas
organisasi Direktorat Jenderal Pajak; (2) tujuamiadtrasi perpajakan adalah
mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Reformasi admasist perpajakan
mempunyai pengaruh besar terhadap kepatuhan Wajdk;P(3) akuntabilitas
organisasi sebagai bagian dari reformasi admisistparpajakan memberikan
pengaruh yang cukup besar terhadap kepatuhan \Wajak; (4) reformasi
administrasi perpajakan bersama-sama dengan alitatab organisasi

mempunyai pengaruh sangat besar terhadap kepatdhén Pajak.
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Penelitian dari Setyawan (2004), dilakukan untukngamalisis dampak
reformasi pajak tahun 2000 pada komunitas bisnierseyang diukur dengan
menggunakan data keuangan perusahaan. Pengan@ilpelsdilakukan dengan
purposive samplingdari perusahaan manufaktur yang listing di BursakEf
Jakarta.Pengumpulan data melalui dokumentasi bedapa sekunder selama
kurun waktu periode 1999 sampai dengan 2002. Mesoddisis yang digunakan
adalah uji beda dua sampel dan model regresi. idasilitian ini menunjukkan
bahwa reformasi pajak 2000 tidak secara signifikaengubah pengeluaran
modal, struktur biaya, dampak pengeluaran modal jdariah struktur biaya
produksi dan profitabilitas perusahaan, demikiata preformasi pajak tidak
signifikan dapat meningkatkan pendapatan pajak patah. Sehingga
pemerintah yang mengklaim bahwa reformasi pajaknak@&nguntungkan
komunitas bisnis serta dapat meningkatkan pendapaemerintah secara
signifikan tidak mendukung.

Penelitian dari Mariawan dan Arifin (2005) adalahalisis kinerja
keuangan dan penerimaan pajak penghasilan bad#a psala periode selama
dan sebelum reformasi perpajakan 2000. Tujuan u@atem penelitian adalah
untuk mengetahui kinerja keuangan dan besarnyaripgaen pajak penghasilan
dari Badan Usaha pada periode sebelum dan setflaimasi perpajakan tahun
2000. Pengambilan sampel dilakukan dengamposive samplingDari hasil
analisis data dan pengujian hipotesis dengan tegttdiperoleh hasil yang dapat
disimpulkan bahwa kinerja keuangan dan penerimagakpenghasilan sesudah

reformasi perpajakan tidak lebih baik dari sebetaformasi.
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2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis
Kerangka pemikiran teoritis yang digunakan untuk rumeuskan

hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

GAMBAR 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis

Sebelum Reformasi Pajak 2008

( tahun 2006 dan 2007)

Tingkat Kepatuhan

WP yang menyampaikan SPT |

KPP dan Implikasinya terhadgp
penerimaan pajak (rupiah yang

wipe—aos D

berdasarkan jumlah WP vyarg
terdaftar, WP Efektif, maupup

Sesudah Reformasi Pajak 200
( tahun 2008 dan 2009)

[¢)

Tingkat Kepatuhan WH
berdasarkan jumlah WP vyar
terdaftar, WP Efektif, maupu
WP yang menyampaikan SPT |
KPP dan Implikasinya terhadd
penerimaan pajak (rupiah yar

terhimpun). terhimpun).

. v

A

UJl BEDA

2.4 Perumusan Hipotesis
Atas dasar kerangka pemikiran teoritis diatas, mhigotesis yang
diajukan dalam penelitian ini adalah :

Abimanyu (2003) menyebutkan bahwa reformasi pekzaj adalah
perubahan mendasar di segala aspek perpajakannyamgiiki 3 (tiga) tujuan
utama,yaitu tingkat kepatuhan sukarela yang tindgipercayaan terhadap

administrasi perpajakan yang tinggi, dan produtds/iaparat perpajakan yang

tinggi.
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Menurut Nasucha (2004), kepatuhan Wajib Pajak dapdentifikasi
dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan dkgpatuhan untuk
menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT),tkbpa dalam penghitungan
dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan gearhayaran tunggakan.

Dalam penelitian Chaizi Nasucha (2004) menunjukkasil penelitian
bahwa (1) reformasi administrasi perpajakan se&aseluruhan berpengaruh
terhadap akuntabilitas organisasi Direktorat JealdePajak; (2) tujuan
administrasi perpajakan adalah mendorong kepatWdajib Pajak. Reformasi
administrasi perpajakan mempunyai pengaruh beshadap kepatuhan Wajib
Pajak; (3) akuntabilitas organisasi sebagai bagian reformasi administrasi
perpajakan memberikan pengaruh yang cukup bedaadap kepatuhan Wajib
Pajak; (4) reformasi administrasi perpajakan bessaama dengan akuntabilitas
organisasi mempunyai pengaruh sangat besar terkagapuhan Wajib Pajak.

H1 : Terdapat perbedaan jumlahnya Wajib Pajak afteadpada KPP Pratama

Kota Semarang sebelum dan sesudah Reformasi Ea(jak
H2 : Terdapat perbedaan jumlahnya Wajib PajaktEfepada KPP Pratama

Kota Semarang sebelum dan sesudah Reformasi R&)&k 2
H3 : Terdapat perbedaan jumlahnya Wajib Pajak Ysllegmyampaikan SPT

pada KPP Pratama Kota Semarang sebelum dan seRaftamasi Pajak

2008.

Indonesia telah mulai melaksanakan reformasi pekpa sejak tahun
1983. Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkergha sosial dan ekonomi

Negara dan masyarakatnya. Peningkatan penerimaanjadne tuntutan
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pemerintah, akan tetapi perbaikan dalam aspek jo&gra menjadi alasan
mengapa reformasi perpajakan dilakukan dari wakeu vkaktu, baik itu
penyempurnaan dalam kebijakan maupun dalam adnaisiisya. Bila dilihat dari
segi anggaran secara umum hasil reformasi perpaj@tah dapat memberikan
kontribusi bagi kecukupan penerimaan dalam Angg&amdapatan dan Belanja
Negara (APBN). Karena tuntutan akan kecukupan aaggdi APBN harus
dipenuhi dalam pemahamagnod governangemaka sejak tahun 2002 pemerintah
melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mainulelaksanakan modernisasi
administrasi perpajakan sebagai bagian dan meropséah satu dasar yang
kokoh dari reformasi perpajakan (Gunadi, 2008).

Menurut Pandiangan (2008), reformasi perpajakamgymeliputi: (1)
formulasi kebijakan dalam bentuk peraturan, damp@aksanaan dari peraturan,
umumnya diarahkan untuk dapat mencapai beberaparasas Pertama,
menghasilkan penerimaan dalam jumlah yang cukugbilstfleksibel dan
berkelanjutan. Kedua, mengurangi beban inefisidasiexcess burderKetiga,
memperingan beban kelompok kurang mampu denganesaimdstruktur pajak
yang lebih adil. Dan keempat, memperkuat admirsstrperpajakan dan
meminimalisasi biaya administrasi dan kepatuhan.

Perubahan Reformasi Pajak 2008 yang yang terddgdatn Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Kaddmuang-Undang No.
7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yaitu demgangenakan tarif berbeda

pada wajib pajak perorangan dan wajib pajak ba@amarapkan dengan tarif
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pajak yang baru, maka wajib pajak badan dapat |eliimtungkan sehingga

penerimaan dari wajib pajak lebih meningkat.

H4 : Tingkat penerimaan pajak sesudah reformasipgiakan 2008
mengalami peningkatan dibandingkan dengan tingleiepmaan

pajak sebelum reformasi perpajakan 2008.
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METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional ¥riabel
3.1.1 Reformasi Perpajakan 2008

Salah satu Reformasi perpajakan jilid pertama yedformasi bidang
peraturan perpajakan. Hasilnya berupa diundangleatiy No. 28 Tahun 2007
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajakaR)idan UU No. 36 Tahun
2008 tentang Pajak Penghasilan melalui proses mggan melibatkarstake
holder termasuk pengusaha yang mencerminkan keadilan ldeetaraan
kedudukan antara fiskus dan Wajib Pajak. Penuruadf) penekanarcost of
compliance law enforcementang lebih tegas kepada Wajib Pajak tidak patuh,
kesataraan fiskus dan Wajib Pajak merupakan pdim-galamtax reformUU
PPh.

Indonesia telah mulai melaksanakan reformasi pekpaj sejak tahun
1983. Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkergha sosial dan ekonomi
Negara dan masyarakatnya. Peningkatan penerimaanjadne tuntutan
pemerintah, akan tetapi perbaikan dalam aspek jo&a menjadi alasan
mengapa reformasi perpajakan dilakukan dari wakeu vkaktu, baik itu
penyempurnaan dalam kebijakan maupun dalam adnaisiisya. Bila dilihat dari
segi anggaran secara umum hasil reformasi perpajegfah dapat memberikan
kontribusi bagi kecukupan penerimaan dalam Angg&amdapatan dan Belanja

Negara (APBN). Karena tuntutan akan kecukupan aaggdi APBN harus

41
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dipenuhi dalam pemahamgood governangemaka sejak tahun 2002 pemerintah
melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mammulelaksanakan modernisasi
administrasi perpajakan sebagai bagian dan meropséah satu dasar yang
kokoh dari reformasi perpajakan (Gunadi, 2008).

Reformasi di bidang perpajakan bertujuan untuk @btimalisasi
penerimaan yang berkeadilan, meliputi perluasarbasedan stimulus fiskal; (2)
meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui layanamap dan penegakan
hukum secara konsisten; (3) efisiensi administb@supa penerapan sistem dan
administrasi andal dan pemanfaatan teknologi tgpag; (4) terbentuknya citra
yang baik dan tingkat kepercayaan masyarakat yamygit melalui kapasitas
SDM yang profesional, budaya organisasi yang kafdserta pelaksanaagood
governancéAbimanyu, 2009).

Penghapusan sanksi administrasi bunga bagi Wajifak Pgang
mengungkapkan ketidakbenaran pelaporan PPh tahjak 2807 ke bawah,
paling lambat dilakukan akhir tahun 2008, merupafkasilitas yang diberikan
pemerintah dalam UU KUP baru. Program ini disequriset policyyang diatur
dalam pasal 37 A UU No. 28 Tahun 2007 tentang KB#mset policy juga
diberikan kepada WP OP yang secara sukarela manktit diri ber-NPWP bila
melaporkan kekurangan pajak untuk tahun pajak sabdder-NPWP. Wajib
Pajak yang memanfaatkan fasilitas ini juga tida&raKiperiksa sepanjang tidak
ada data /keterangan yang menunjukkan ketidakbepataporan Wajib Pajak.

Dalam perjalanan Reformasi perpajakan 2008 DJP jbgayak

melakukan perbaikan pelayanan bagi setiap WajilakPajelalui KPP Modern



43

atau disebut dengan KPP Pratama vyaitu melalui petuken Account
RepresentativéAR) dan darcomplient centeuntuk menampung keberatan wajib
pajak. Selain itu, sistem administrasi perpajakangymodern juga merangkul
kemajuan teknologi terbaru diantaranya perkembanistem Informasi
Perpajakan (SIP) dengan pendekatan fungsi menjastens Administrasi
Perpajakn Terpadu (SPAT) yang di kendalikan atese management system
serta berbagai pelayanan dengan basg/stemseperti e-SPT, e-Filling, e-
Payment, Taxpayer account, e-Registratidan e-councelingyang diharapkan
meningkatkan mekanisme pengontrolan yang lebih tiéfektunjang dengan
penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat JenderabkPaintuk mengontrol
perilaku para pegawai pajak (ortax, 2009).

Perubahan Reformasi Pajak 2008 yang yang terdsgamdUndang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Kaddmuang-Undang No.
7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yaitu demgangenakan tarif berbeda
pada wajib pajak perorangan dan wajib pajak ba@amarapkan dengan tarif
pajak yang baru, maka wajib pajak badan dapat |eliimtungkan sehingga
penerimaan dari wajib pajak lebih meningkat. Makalah selayaknya bila
perpajakan harus mendapatkan perhatian yang s#aigpemerintah. Undang-
Undang yang memberatkan dunia usaha, berdampak wma¢rbnyaknya usaha
tidak dapat memperoleh laba secara maksimal darsekaensinya akan
mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak.

Untuk mengimplementasikan konsep perpajakan modgang

berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, nraktustorganisasi DJP perlu
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diubah, baik di level kantor pusat sebagai pemlixehijakan maupun di level
kantor operasional sebagai pelaksana implementdsjakan. Sebagai langkah
pertama, untuk memudahkan Wajib Pajak, ke tigasj&antor pajak yang ada,
yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelagaf®ajak Bumi dan

Bangunan (KPPBB), serta Kantor Pemeriksaan danifikag Pajak (Karikpa),

dilebur menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dangemikian Wajib Pajak
cukup datang ke satu kantor saja untuk menyelesak@luruh masalah
perpajakannya.

Pada tahun 2007 hingga 2008 dibentuk K®Mall Taxpayers Office
(STO)yang kemudian disebut KPP Pratagengan total 357 KPP Pratama di
seluruh Kanwil. KPP Pratama bertugas melayani W&aBanenengah ke bawah
dan WP Orang Pribadi meliputi jenis pajak PPh, PPBB, dan BPHTB.
Pelayanan perpajakanpun sudah mulai satu atap gtop servigekarena semua
jenis pelayanan perpajakan baik jenis pajak PPH\, PPBB, dan BPHTB
dilakukan di KPP Pratama sedangkan untuk KPP WRarBéan KPP Madya
hanya jenis pajak PPh dan PPN, sehingga menyebab#fanya peleburan
KPPBB ke KPP Pratama. Proses penyelesaian kebemnataya ada di tingkat
Kanwil, mengingat di Kanwil tidak menjalankan fuhgemeriksaan lagi karena
fungsi pemeriksaan sepenuhnya dilaksanakan oleh K®&dern yang
menyebabkan pula dileburnya Karikpa ke KPP Mod®&angan model KPP
Modern seperti diuraikan di atas diharapkan DJPatlagemberikan pelayanan
prima kepada masyarakat dalam masalah perpajakatuk Umensukseskan

pelayanan prima tersebut DJP telah menyiapkan gedayyang baik pada setiap
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KPP Pratama sehingga perbaikan infrastruktur menjpdoritas dalam
memberikan pelayanan yang baik yang nantinya dikara mampu
meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakewajiban
perpajakannya sehingga mampu meningkatkan penerimagara dari sektor
pajak.

Di tahun 2008, pemerintah melalui DJP melaksanakagramSunset

Policy seperti yang dimaksud dalam Pasal 37A Undang-Unddm 28 Tahun

2007 tentang perubahan ketiga Undang-Undang No.abuid 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakamnset Policyadalah kebijakan

penghapusan sanksi administrasi pajak penghasilgmg kemudian

diimplementasikan dengan Undang-undang, yang dalkanini adalah Undang-
undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umam data Cara

Perpajakan. Dalam Pasal 37 A Undang-undang tersétatakan :

(1) Wajib Pajak yang menyampaikann pembetulan Surat bBetahuan
Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 20@nhg
mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar metghth besar dan
dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satahuh setelah
berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pesmggan atau
penghapusan sanksi administrasi berupa bunga &etestan pelunasan
kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannyarddsgngan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(2) Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela afearttan diri untuk

memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lamaatujstahun setelah
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berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapssaksi administrasi
atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untukuiiaBajak sebelum
diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak diladémkpemeriksaan
pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yamyatakan bahwa Surat
Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidakhabeatau
menyatakan lebih bayar.

Dari Sunset Policyini, diharapkan Wajib Pajak dapat menggunakan
fasilitas tersebut untuk meningkatkan kesadarancigam melaksanakan
kewajiban perpajakannya pada tahun mendatang denuseya. Dengan kata
lain, Sunset Policyni dapat digunakan sebagai titik awal buat wajijak untuk
melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan bangugir demi tercapainya

penerimaan negara dari sektor pajak.

3.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentaagutihan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentdatentuan Umum
Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atadam, meliputi pembayar
pajak, pemungut pajak dan pemungut pajak yang raeyap hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan pergiuthdangan perpajakan.

Sebagaimana telah diketahui banyak Wajib Pajatlater yang tidak
memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karenadéukeberapa istilah seperti
Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif. &gun pengertian Wajib

Pajak Efektif adalah Wajib Pajak yang memenuhi kiaa perpajakannya,
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berupa memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Péainean (SPT) Masa
dan atau Tahunan sebagaimana mestinya. Sedangkigin Régk Non Efektif
adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibanrpgjekannya.
Berdasarkan Surat Edaran SE-01/PJ.9/20 tentangaiResgn Penyampaian SPT
Tahunan disebutkan bahwa Jumlah Wajib Pajak efelddlah selisih antara
jumlah Wajib Pajak terdaftar dengan jumlah WajilgRaon efektif.

Kepatuhan Wajib Pajaktax compliance)dapat diidentifikasi dari
Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, képan untuk menyetorkan
kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan daganghitungan dan
pembayarann pajak terutang, dan kepatuhan dalanhgyaman tunggakan. DJP
Mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak melalui pdagan kepatuhan
penyampaian SPT yaitu dengan menetapkan rasioaa®@il yang diterima
dengan SPT yang dikirim. Rasio tersebut sama depgdoandingan antara Wajib
Pajak yang menyampaikan SPT dengan Wajib Pajak yaelgarusnya
menyampaikan SPT ( Wajib Pajak Efektif). Perbaikaiministrasi perpajakan
melalui reformasi perpajakan 2008 sendiri diharapkdapat mendorong
kepatuhan Wajib Pajak dan berimplikasi terhadagperaan pajak. Oleh karena
itu makin banyak WP yang menyampaikan SPT TahueakR mencerminkan
adanya peningkatan kepatuhan WP dalam wilayah i€Rflut dan sebaliknya.
Dengan demikian, kepatuhan WP dalam wilayah suaRP Kdapat diukur
berdasarkan jumlah WP yang memasukkan SPT TahumaPR dibandingkan
dengan jumlah WP yang seharusnya menyampaikan &Riin&n ke KPP (WP

efektif).
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3.1.3 Penerimaan Pajak

Realisasi penerimaan pajak adalah penerimaan pajadx berasal dari
Wajib Pajak yang berhasil dihimpun oleh KPMenurut Nasucha (2004),
pengukuran keberhasilan penerimaan pajak dan gfek@dministrasi perpajakan
yang lebih akurat adalah dengan mengukur beraarpesjurang kepatuhan (tax
gap), yaitu selisih antara penerimaan yang sestmygudengan pajak potensial
dengan tingkat kepatuhan dari masing-masing sektiqgrajakann.

Peningkatan penerimaan pajak merupakan kenaikalafupenerimaan
Negara yang berasal dari sektor pajak dengan metirtgkan jumlah penerimaan
pajak selama dan sebelum reformasi perpajakan y£082 tahun sebelum tahun

2008 dan 2 tahun sesudah tahun 2008.

3.2 Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 515.5&3ajib Pajak Terdaftar,
481.681 Wajib Pajak Efektif, 222.533 Wajib PajakngaMenyampaikan SPT dan
realisasai penerimaan pajak pada Kantor Pelayamgak FPratama di wilayah
Kota Semarang Di Lingkungan Kantor Wilayah DJP dgteé yang seluruhnya
berjumlah 7 pada periode tahun 2006-2(D&ftar KPP Pratama Kota Semarang

di Kanwil DJP Jawa Tengah | dapat dilihat padaltdbbawah ini:

Tabel 3.1
Daftar KPP Pratama Kota Semarang Di Kanwil DJP JawaTengah |

No KPP Pratama Kode

1 | KPP Pratama Semarang Barat 503

2 | KPP Pratama Semarang Timur 504

3 | KPP Pratama Semarang Selatan 508

4 | KPP Pratama Semarang Tengah Dug 509

5 | KPP Pratama SemarangTengah Saty 512

6 | KPP Pratama Semarang Candisari 517

7 | KPP Pratama Semarang Gayamsatri 518

Sumber: Kanwil DJP Jateng 1
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3.3 Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalala detkunder yang
merupakan data penelitian yang diperoleh dari lgaibaumber informasi yang
telah dipublikasikan maupun dari lembaga sepertntéta Wilayah Direktorat
Jendral Pajak (DJP) Jawa Tengah | atau KPP PratBa@ sekunder dalam
penelitian ini berupa jumlah seluruh WP yang taatatWP efektif, maupun WP
yang menyampaikan /memasukkan SPT ke KPP Pratanea 8@marang dan
realisasi penerimaan pajak (rupiah yang terhimpdew) setiap KPP Pratama

Semarang.

3.4. Metode Pengumpulan Data
Untuk mengumpulkan data sekunder dalam penelitrandilakukan

kajian literatur dari publikasi maupun data yangedoleh dari KPP. Data yang

diperoleh dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu:

a. Jumlah WP terdaftar, WP Efektif, WP yang menyamgpafinemasukkan
SPT dan jumlah penerimaan pajak (rupiah yang tgrhimh yang
diperoleh di KPP Pratama di wilayah kota Semaramgkutahun pajak
2006 dan 2007 untuk kelompok sebelum reformasigpakan 2008.

b. Jumlah WP terdaftar, WP efektif WP yamgnyampaikan/memasukkan
SPT dan jumlah penerimaan pajak ( rupiah yang rtgrhin) yang
diperoleh di KPP Pratama wilayah kota Semarangkutahun pajak

2008 dan 2009 untuk kelompok sesudah reformasajadn 2008.
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3.5 Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam peselitii adalah analisis
deskriptif, uji kolmogorov smirngvuji hipotesis yang digunakan yaiRaired
sampel T-testdengan menggunakan bantuan program statistik 82 $8ndows
releaselb.
3.5.1 Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memikan gambaran
mengenai variabel yang diteliti. Uji statistik dapkif mencakup nilai rata-rata
(mean), nilai minimum, nilai maksimum, nilai meamilai range, nilai standar
deviasi, dari data tingkat kepatuhan Wajib Pajak glenerimaan pajak.
3.5.2 Uji Normalitas

Normalitas adalah kewajaran distribusi data memaungistribusi
normal atau tidak (Gozhali, 2005). Untuk mengujalegh distribusi normal atau
tidak dapat dilakukan dengan cara:

a. Uji Komolgorov Smirnov

Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat ujoinkogorov

Smirnov. Data berdistribusi normal apabila sigrfikinya lebih besar

dari 0,05.
3.5.3 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji adapgebedaan tingkat
kepatuhan Wajib Pajak yang diidentifikasi oleh Waktajak Terdaftar, Wajib
Pajak Efektif, Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPT daplikasinya terhadap

penerimaan pajak sebelum dan sesudah diberlaku&aRejormasi Perpajakan
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2008. Pengujian hipotesis yang digunakan yaitueldasampel T-test yang dengan

menggunakan program SPSS versi 15. Dasar pengarkbiautusan pada uji t:

Jika signifikansi pengujian lebih kecil dari 0,8&ka terdapat perbedaan
yang signifikan Wajib Pajak Terdaftar, Wajib Pajagkektif, Wajib
Pajak Yang Menyampaikan SPT, dan Realisasi Penaninfdajak
periode sebelum dan sesudah diberlakukannya ReforRerpajakan
Tahun 2008.

Jika signifikansi pengujian lebih besar dari Oj@8ka tidak terdapat
perbedaan yang signifikan Wajib Pajak TerdaftarjibVBajak Ekektif,
Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPT, dan Realisasef®aan Pajak
periode sebelum dan sesudah diberlakukannya ReforRexrpajakan

Tahun 2008.





